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a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 
tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pada huruf a, perlu pencabutan 
Peraturan Bupati Tebo Nomor 17 Tahun 2015 tentang 
Pedoman dan Besaran Insentif dari Bagi Hasil Penerimaan 
Pajak Daerah Selain Pajak Daerah Sektor Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB - P2) Tahun Anggaran 2015 dengan 
Peraturan Bupati Tebo; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) Sebagai telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjab Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3969); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pem ben tukan Peraturan Perun dang- U ndangan (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang 
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 



PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 17 
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN BESARAN INSENTIF 
DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH SELAIN PAJAK 
DAERAH SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB - P2) 
TAHUN ANGGARAN 2015. 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5423); 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2015 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 
2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 334); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 
39 /PB/2009 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan 
Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 12); 

Menetapkan 
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2015 
Ditetapkan di Muara Tebo. 
pada tanggal, t ~ r (, , 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surat 
sejak tanggal 1 April 2015. 

Pasall 
Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 17 
Tahun 2015 tentang Pedoman dan Besaran Insentif dari Hasil Penerimaan Pajak 
Daerah Selain Pajak daerah Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) Tahun 
Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 


